BUPATI BANGKA SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 282 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Bupati
melaksanakan pengeluaran yang bersifat mengikat serta tidak
dapat ditunda dan harus segera dikeluarkan dengan jumlah

yang cukup untuk membiayai keperluan setiap bulan;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, saat
ini masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung, sehingga penetapannya tidak dapat
dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



Mengingat

—

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengeluaran Daerah
Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5135);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan
pelaksanaan  urusan  Pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah.

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Bangka Selatan.

S. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bangka Selatan.

. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan
jasa.

. Belanja yang Dbersifat wajib adalah belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
kesehatan, penangganan bencana dan/atau melaksanakan

kewajiban kepada pihak ketiga.



BAB II
PENGELUARAN BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB
Pasal 2

Pengeluaran yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD

ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 antara lain :

a. belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta
tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil;

b. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD
serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan;

c. belanja pegawai untuk Pembayaran gaji/upah pegawai non
PNS.

d. penyediaan kebutuhan operasional kantor sehari-hari; dan

e. dukungan program kegiatan pemerintah pusat atau provinsi.

Pasal 4
Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
antara lain : belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar pendidikan
dan kesehatan, pelaksanaan kewajiban pihak ketiga, transfer dana

bagi hasil kepada pemerintah desa, dan penangganan bencana.

BAB III
KETENTUAN LAIN
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sampai dengan ditetapkan dan
ditempatkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 dalam Lembaran Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 2



